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Pendapatan 13 Pajak Turun Menjadi Sorotan

Semua komisi
DPRD DKI Jakarta
diminta memprio-
ritaskan program
yang langsung ber-
sentuhan dengan
masyarakat.

JAKARTA - DPRD DKI Ja-
karta menyoroti  rendahnya
realisasl pendapatan 13 jenis
pajak saat pembahasan Kebi-
jekan Umum Perubahan Ang-
garan dan Plafon Prioritas Ang-
garan Sementara (KUPA-PPAS)
APBD whun 2022, Sorotan ini
antara lain disampaikan Wakil
Ketua Badan Anggaran DPRD
DKI Jakarta, Kholrudin, Kamis
(6/10),

Dia mengatakan rendah-
nya realisasi pendapatan ha-
rus ditanggapi serius dan wa-
jib didalami saat pembahasan
dokumen KUPA-PPAS tahun
anggaran 2022, Pada bulan
September, realisasl  penda-
patan 13 jenis pajak baru men-

capai 65,26 persen.

"Komisi C paling bertang-
gung jawab untuk memaksi-
malkan potensi pendapatan.
Ini akan dibedah variabelnya
yang membuat tidak maksimal
capaian 13 pajak. Banyak yang
di bawah target” ufar Khoiru-
din.

Lebih jauh, Khoirudin ber-
harap Komisi Bidang Keuang-
an DPRD itu biss menggenjot
Badan Pendapatan  Daerah
(Bapenda) DKI agar memak-
simalkan  pemungutan  pajak
doerah pada triwulan tesakhir
Sebab pergeseran semua kegint-
an ataupun program APBD Per-
ubahan tahun ini sangat bergan-
tung pada realisasi pajak daerah.

“Ini kunci pembangunan
bisa dijalankan. Maka, penda-
patan harus dimaksimalkan di
bawah pengawasan Komisi C.
Kami akan berkoordinasi de-
ngan Komisi C untuk memaksi-
malkan pendapatan” ucapnya.

Selain ity, Khoirudin juga
minta empat komisi lainnva
untuk memprioritaskan pro-
gram kegiatan yang langsung
bersentuhan masyarakat. Hal

ini mengingat pendapatan Ja-
karta masih sangat rendah,
“Saya berharap agar semua
komisi memprioritaskan pro-
gram yang langsung bersen-
tuhan dengan masyarakat, se-
dangkan program yang tidak
prioritas ditunda dulu, karena
ada defisit. Pendapatan jauh
dari target,” kata Khoirudin.

< pembahasan Iini
merupakan tindak lan-
jut surat Gubernur ke-
pada Ketua DPRD. »

PRASETYO EDI MARSUD
Ketus OPRD DKI Jnkarta

Dlakul

Sementara itu, Kepala Ba-
dan Pendapatan Daerah Pro-
vinsi DKl Jakarta, Lusiana
Herawati, mengakui memang
masih ada sejumlah jenis pa-
jak vang jauh dari rarger. Sa-
luh satu penyebabnya lantaran
adanyn penyesuaian tarif serta

kebijakan pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat
(PPKM) awal tahun lalu,

Untuk pajak air tanah me-
mang rendah karena adanya
penyesuaian tardfl Nilal Per-
olchan Air Tanah (NPAT). Ke-
mudian, untuk hotel, restoran,
hiburan, penerangan  jalan,
dan parkir juga berpendapatan
rendah karena tabun ini masih
ada PPKM level 2 dan 3. “Ber-
dasarkan data yang dihimpun
dari 13 jenis pajak, ada delapan
vang realisasinya di bawah 70
persen,” tutur Lusiana,

Dia merinci pajak air tanah
13,3 millar dari target 100 mi-
liar, Pajuk parkir 300 milar dari
13 triliun, Pajak hiburan 27
miliar dari target 750 miliar. Ke-
mudian, bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (BPHTE)
4 triliun dari 7,5 triliun.

Sebelumnya, DPRD  dan
jajaran  Pemprov DKI  Jakar-
ta akan mendalami kebijakan
perubahan APBD tahun 2022
dalam pembahasan Kebijakan
Umum  Perubahan Anggaran
dan Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (KUPA-PPAS) APBD

tahun anggaran 2022 Berdasar-
kan hasil rapat Badan Musya-
warnth (Bamus) DPRD DKI Ja-
karta, pembahasan KUPA-PPAS
APBD tshun ini diawali rapat
Badan  Anggaran  (Banggar)
bersama Tim Anggaran Peme-
rintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD DKl Jakarta,
Prasetyo  Edi Marsudi, me-
ngatakan bahwa berdasarkan
jadwal, dokumen KUPA-PPAS
APBD  ditargetkan rampung
menjadi Raperda Perubahan
APBD 15 Oktober,

“Pembahasan ini merupa-
kan tindak lanjut surat Guber-
nur kepada Ketwa DPRD,” ujar
Prasctyo. Kemudian, Prasetyo
menjelaskan bahwa Raper-
da Perubahan APBD thun
anggaran 2022 akan melalui
tahapan rapat paripurna 18
Oktober,

Selanjutnya, hasil  pem-
bahasan komisi-komisi akan
kembali  dirumuskan  dalam
forum Banggar bersama TAPD.
Kemudian, dilanjutkan peneli-
tian akhir dan persetujuan Ra-
perda Perubahan APBD.
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